
AWASI

KAMPANYE DI LUAR
JADWAL ADA SANKSINYA !
Terdapat ancaman sanksi pindana
dan denda, setiap orang yang
dengan sengaja, melakukan
kampanye diluar jadwal yg telah di
tentukan oleh KPU, KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/kota untuk setiap
peserta pemilu, dipidan dengan
pidana kurungan paing lama satu
tahun dan denda paling banyak 12
juta (pasal 492 UU 7 thn 2017)

PIHAK YANG 
DILARANG IKUT
KAMPANYE

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung,
dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan
Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggotq Badan Pemeriksa Keuangan
Gubernur, Debuti Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia
Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan badan usaha milik
negarq/badan usaha milik daerah
Pejabat Negara bukan Anggota partai politik yang menjabat sebagai
pimpinan di lmbaga nonstruktural
Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kepada Desa, Perangkat Desa, anggita badan permusyawaratan desa,
dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih

K A M P A N Y E

LARANGAN DALAM PELAKSANAAN
KAMPANYE

mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
membawa atau menggunakan tanda gambar danlatau atribut selain dari tanda gambar
dan/atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu
mengganggu keteetiban umum
mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, danlatau Peserta Pemilu yang lain
merusak danlatau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu
menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk
fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab
tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye

sumber : PKPU Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
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Sumber : Pasal 280 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Catatan : Pasal 280 ayat (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 280 ayat (2) dilarang
ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu
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